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IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 109 TAHUN 2018 

TENTANG 

ENTRY MEETING EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH DAN SURVEY IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Sehubungan Entry Meeting Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah dan Survey Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan : 

Kepada 

Untuk 

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 

2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta 

3. Para Sekretaris Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta 

4. Tim Reformasi Birokrasi (Kelompok Kerja) Provinsi DKI Jakarta 

KESATU 	: Hadir dalam acara Entry Meeting Evaluasi Implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan mengikuti 
Survey Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada 

hari 	Rabu 

tanggal 	: 26 Desember 2018 

pukul 	: 09.00 s.d. selesai 

tempat 	Balai Agung Provinsi DKI Jakarta 

KEDUA 	: Mempersiapkan bahan untuk pengisian Survey Implementasi Reformasi 
Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dengan mengacu kepada 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 
Instansi Pemerintah, yaitu : 

a. manajemen perubahan; 

b. penataan peraturan perundang-undangan; 

c. penataan dan penguatan organisasi; 
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d. penataan tatalaksana; 

e. penataan sistem manajemen SDM; 

f. penguatan pengawasan; 

g. penguatan akuntabilitas kinerja; dan 

h. peningkatan kualitas pelayanan publik. 

KETIGA 	: Tim Reformasi Birokrasi (Kelompok Kerja) Provinsi DKI Jakarta 
nnennpersiapkan dokumen pendukung masing-masing kelompok kerja 
untuk dilakukan pembahasan setelah acara Entry Meeting dan pengisian 
Survey Reformasi Birokrasi bersama Tim Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 

lnstruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Desember 2018 

Tembusan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
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